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Abstract
the development of the times accompanied by technological advances also makes social changes also affected, both positive and negative impacts. However, what is highlighted is more on the negative impact because it also influences the behavior of Indonesian youth by forming patterns of delinquency at an early age. One form of delinquency is the phenomenon of motorcycle gangs which is very disturbing to people throughout Indonesia. This study aims to raise the theme of a Victimological Study of the Crime of Abuse committed by Members of a Youth Motorcycle Gang. In this case the object of research was carried out in the city of Palembang as one of the big cities that is classified as vulnerable in Indonesia. The research uses empirical legal research methods with a sociological approach. The results of the study show that there are 3 things that can determine the factors that cause criminality by motorcycle gangs, namely the internal condition of the perpetrators that arise because of the pure fault of the perpetrators or the motorcycle gang, the internal conditions of the victims that arise due to negligence or intentional actions of someone who lures the perpetrators committed a crime against himself, as well as interrelated conditions between the perpetrator and the victim which intersect with each other. With regard to legal protection, people who are victims of criminal acts receive legal protection from the state, namely through Government Regulation Number 44 of 2008 concerning Provision of Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims. The efforts made by the police in eradicating the phenomenon of motorcycle gang crime in Palembang City are carried out in 2 (two) ways, namely preventive by carrying out security patrols and raids on public places and large streets as well as special raids on young people who are still under age and is repressive as a last resort by the police in tackling motorcycle gang crime by arresting and detaining suspected motorcycle gang criminals.
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Abstrak

perkembangan zaman yang diiringi dengan kemajuan teknologi juga membuat perubahan sosial juga terkena dampaknya, baik dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Namun hal yang disorot lebih banyak pada dampak negatifnya karena turut mempengaruhi perilaku remaja Indonesia dengan membentuk pola kenakalan usia dini. Salah satu bentuk kenakalan tersebut fenomena geng motor yang sangat meresahkan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengangkat tema tentang Kajian Viktimologi terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anggota Geng Motor Remaja. Dalam hal ini objek penelitian dilakukan di Kota Palembang sebagai salah satu kota besar yang tergolong rawan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 3 hal dapat menentukan faktor-faktor terjadinya kriminalitas oleh geng motor, yaitu kondisi internal pelaku yang muncul karena murni kesalahan dari dari pelaku atau geng motor, kondisi internal korban yang muncul karena adanya kelalaian atau tindakan kesengajaan dari seseorang yang memancing pelaku berbuat jahat terhadap dirinya, serta kondisi yang saling berkaitan antara pelaku dan korban yang saling bersinggungan. Berkaitan dengan perlindungan hukum, masyarakat yang menjadi korban tindak pidana mendapatkan perlindungan hukum dari negara yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam memberantas fenomena kriminalitas geng motor di Kota Palembang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu bersifat preventif dengan melakukan cara patroli keamananan dan razia tempat-tempat umum dan jalanan besar serta razia khusus anak muda yang masih di bawah umur dan berifat represif  sebagai upaya terakhir yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi kriminalitas geng motor dengan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap terduga pelaku kriminalitas geng motor. 
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A. Pendahuluan

Hukum adalah peraturan berisikan norma dan sanksi yang dibuat oleh Penguasa untuk mengatur tingkah laku rakyatnya, menjaga keadilan dan ketertiban dalam kehidupan sosial. Hukum merupakan sistem terpenting dalam pelaksaanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan (Yuhelson, 2017). Negara melalui produk hukum yang dikeluarkannya bertugas menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana halnya Negara Indonesia menjaminnya berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum”.
Selain Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Negara Indonesia juga menjamin hak-hak warga negaranya melalui mandat yang termaktub dalam Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah”. Berkaitan dengan hal itu, hukum pidana menjadi sistem hukum terpenting dalam upaya menjaga nilai-nilai fundamental menyangkut hak asasi manusia yang dijamin dalam ketentuan UUD 1945 tersebut. Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga memberikan perhatian khusus terhadap kedudukan pelaku kejahatan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi manusia. Hal ini sebagai respon atas kritikan masa lalu dimana Pemerintah banyak melanggar HAM dalam proses penegakan hukum.  Meskipun dalam praktiknya, penegakan hukum pidana masih diwarnai hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ketertiban dan kedamaian, seperti halnya penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan, pemerasan dalam suatu kasus, pungutan liar.

Namun yang menjadi titik kritisnya adalah pada era modern sekarang, ketentuan KUHAP yang terlalu banyak memberikan porsi kepada perlindungan terhadap pelaku tindak pidana memberikan kesan yang nyata bahwa justru porsi perlindungan terhadap korban menjadi tidak terpenuhi. Padahal sebenarnya perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana harus diseimbangkan kedudukannya sebagaimana asas equalit before the law yaitu bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di di hadapan hukum. Seringkali pihak korban mengalami pengabaian hak-hak, vonis yang tidak sesuai harapan, tidak adanya kompensasi terhadap korban, dan hak-hak lain yang masih belum terpenuhi dengan maksimal (Waluyo, 2012). 
Berkaitan dengan hukum pidana sebuah sistem hukum yang sangat vital dalam suatu negara, maka pada dasarnya ada 3 permasalahan pokok dalam hukum pidana itu sendiri, yaitu masalah “tindak pidana”, masalah “pertanggungjawaban pidana”, serta masalah “pidana dan pemidanaan” itu sendiri, dimana masing-masing merupakan subsisten dan sekaligus pilar-pilar dari keseluruhan bangunan sistem hukum pidana (Arief, 2010). Maka sejatinya, masalah korban tindak pidana termasuk dalam masalah pokok hukum pidana tersebut.
Seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi juga membuat perubahan sosial juga mengikutinya. Dampak positif dari perubahan sosial juga diiringi dengan dampak negatifnya. Kemajuan dunia teknologi sangat membantu manusia dalam segala aspek, mulai dari transportasi, komunikasi, pendidikan, dan perekonomian. Namun hal positif tersebut juga didampingi oleh dampak negatif yang juga menghampiri masyarakat luas (Matondang, 2019), salah satunya adalah penyimpangan-penyimpangan sosial yang timbul akibat pengaruh buruk budaya modern yang familiar dengan narkoba dan minuman keras (Syafii, 2009). Bahkan dampak negatif ini juga turut mempengaruhi perilaku remaja Indonesia dengan membentuk pola kenakalan usia dini akibat peran media massa berbasis kecanggihan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi membuat media massa menjadi bagian penting dalam kehidupan modern anak-anak remaja (S. Dkk, 2014).
Salah satu bentuk kenakalan remaja yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena menyebabkan banyak korban berjatuhan adalah fenomena geng motor. Tindakan kenakalan remaja ini merupakan suatu perbuatan amoral yang dapat merusak generasi bangsa (Asmara, 2018). Banyak kalangan remaja yang justru hanya ikut-ikutan dalam melancarkan aksinya. Padahal sebagian besar anggota geng motor adalah remaja-remaja yang pada umumnya masih sekolah. Perubahan ekspresi kekererasan pada mulanya hanya kenakalan biasa menjadi sebuah kejahatan tinggi menggambarkan bahwa kriminalitas dapat dibentuk akibat dinamika sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Para remaja yang tergabung dalam geng motor biasanya ingin menunjukkan identitas sosial mereka sebagai sebuah komunitas yang disegani. Kekompakan sesama anggota menunjukkan bahwa mereka memupuk solidaritas untuk dapat mempertahankan eksistensinya (Meinarno, 2009). 

Beberapa penelitian juga menggambarkan bahwa fenomena geng motor kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan masyarakat luas hampir di seluruh penjuru Indonesia. penelitian yang dilakukan oleh Leni Armayati dkk (2019) yang menyimpulkan bahwa aktivitas geng motor di Pekanbaru diorganisir oleh otoritas yang terpresentasikan lewat pemimpin kelompok. Identitas sosial anggota geng motor tersebut terbentuk karena adanya pengaruh dari pemimpin kelompok yang sering kali memberikan ancaman ataupun tekanan secara fisik kepada seluruh anggotanya. Adapun penelitian Happy Kurniawan dkk yang mengambil objek di wilayah Semarang menyimpulkan bahwa kenakalan geng motor telah mengarah pada perbuatan kriminalitas, namun Pemerintah Daerah telah mengantisipasinya melalui Peraturan Daerah yang dikeluarkan khusus penanggulangan kejahatan geng motor (H. K. Dkk, 2017). Bahkan berdasarkan riset Akbar Ade Putra, kriminalitas geng motor di Kota Makassar telah pada tingkat pembunuhan pada korbannya (Putra, 2015). Dan berbagai penelitian di kota-kota besar lainnya seperti di Medan (Asmara, 2018) dan Batam (Djuned, 2016) yang pada dasarnya dikendalikan oleh remaja-remaja menggambarkan bahwa beberapa faktor fundamental terjadinya kenakalan geng motor adalah faktor kurangnya perhatian dari orang tua dan faktor lingkungan yang juga nakal.
Tidak hanya berdasarkan riset penelitian ilmiah, berbagai aksi geng motor juga menjadi tontotan berita sehari-hari di kota-kota besar Indonesia diantaranya aksi kekerasan geng motor yang berulah di Purwokerto Banyumas Jawa Tengah (Liputan6, 2022), aksi kekerasan geng motor di Bogor yang membacok dan merampas HP korban remaja (Detiknews, 2023), serta aksi saling serang antar geng motor yang terjadi di Palembang Sumatera Selatan yang mengakibatkan salah satu anggota dalam keadaan kritis karena luka bacok (Kompas, 2022a). 
Palembang bahkan menjadi salah satu kota di luar jawa yang memiliki tingkat kerawanan geng motor paling tinggi, berdampingan dengan Medan dan Makassar. Selain saling serang antar geng motor, berbagai modus dilakukan oleh anggota geng motor di Palembang terhadap warga yang tidak ada kaitannya dengan mereka. Diantaranya pembacokan terhadap seorang wanita tanpa sebab di jalan utama Kota Palembang yaitu Jl. Jenderal Sudirman oleh 8 orang anggota geng motor (Kompas, 2022b), selain itu diberitakan seorang pemuda kehilangan motornya akibat diserang segerombolan geng motor yang tengah konvoi di tengah malam (Ramadan, 2022). Bahkan akibat ulah geng motor juga banyak lampu jalan rusak tak berfungsi di jalan besar Kota Palembang (Kenedy, 2022). Akibat fenomena geng motor yang sudah mencekam dan membuat keresahan di Kota Palembang, Polrestabes Palembang sampai menerjunkan 80 personel di awal tahun 2022 untuk melakukan patroli keamanan dan ketertiban dari maraknya aksi begal yang dilakukan oleh geng motor. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Mokhammad Ngajib menjelaskan bahwa 80 personel ini diturunkan di malam hari karena aksi geng motor biasanya dilakukan di jam-jam tengah malam yang sepi sehingga menyulitkan aktivitas masyarakat yang memang di malam hari (Urban.id, 2022).
Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik ingin mengangkat penelitian yang berjudul “Kajian Viktimologi terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anggota Geng Motor Remaja di Kota Palembang. Adapun rumusan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Peranan Korban dalam terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anggota Geng Motor Remaja di Kota Palembang?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anggota Geng Motor Remaja di Kota Palembang?
3. Bagaimana Upaya Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayan yang dilakukan oleh Geng Motor Remaja di Kota Palembang?
B. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan melihat serta mengamati kondisi sebenarnya yang terjadi (S. S. dan S. Mamudji, 2013). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial secara empiris analitis. Sumber bahan hukum yang dipakai pada penelitian adalah bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum primer ialah informasi yang diberikan oleh informan tentang kasus penganiayaan oleh geng motor di Palembang. Objek yang dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam aturan perundang-undangan (S. S. S. Mamudji, 2014). Data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum berupa bahan-bahan hukum (Soekanto, 2010).
C. Pembahasan 
1. Peranan Korban dalam terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anggota Geng Motor Remaja di Kota Palembang
Viktimologi dimaknai sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat timbulnya korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Korban dalam lingkup viktimologi memiliki makna yang luas karena tidak dibatasi hanya sebagai individu melainkan juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah yang pada hakikatnya menderita kerugian secara nyata (Gultom, 2008).
Tujuan diadakannya kajian viktimologi adalah untuk menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi, dan mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia. Maka dalam penelitian ini, kajian viktimologi dibutuhkan untuk melihat bagaimana peranan korban sehingga terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota geng motor. Peran yang dimaksud adalah sikap dan keadaan diri seseorang yang dapat memicu orang lain berbuat kejahatan terhadap diri korban (Yulia, 2010).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Data Statistik Kriminal, angka kriminalitas di Sumatera Selatan menduduki peringkat 5 dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Indonesia (Faizi, 2022). Palembang sebagai ibu kota provinsi Sumsel tentunya menjadi kota dengan tingkat kriminalitas paling tinggi, hal ini dikarenakan selain jumlah penduduknya yang paling besar, mobilitas masyarakatnya juga tinggi dari pagi hingga larut malam. Ini menjadi salah satu faktor mengapa kelompok geng motor jalanan dapat bertahan hingga saat ini.
Meskipun Polrestabes Palembang mengklaim angka kriminalitas di tahun 2022 turun hingga 7,4% (Saputera, 2022), namun fenomena geng motor tidak pernah surut hingga sekarang. Bahkan di tahun 2023, aksi geng motor di Palembang semakin terorganisir dan bertransformasi menjadi pembegal kendaraan korban, bukan lagi dalam fase penganiayaan biasa (AntaraNews, 2023). Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang sering menangani kasus remaja pelaku kejahatan geng motor (Setiawan, 2023), ada 3 hal yang dapat menentukan faktor-faktor terjadinya kenakalan remaja terhadap korbannya termasuk dalam hal ini tindakan kriminal yang dilakukan oleh geng motor, yaitu:
a) Kondisi Internal Pelaku, yaitu faktor yang muncul karena murni kesalahan dari dari pelaku yang memang berniat menjadikan orang lain sebagai korban. Dalam beberapa peristiwa, seringkali korban yang tidak tahu apa-apa bahkan tidak mengenali korban menjadi sasaran kriminalitas dari pelaku geng motor. Pemicu kriminalitas adalah kondisi para pelaku yang sedang dalam keadaan mabuk setelah mengkonsumsi minuman keras. Pengaruh alkohol dapat membuat seseorang dan kelompok geng motornya menjadi sangat agresif dan sensitif sehingga rentan melakukan kriminalitas. Selain faktor minuman keras, biasanya geng motor berorientasi pada materi yang dikumpulkan untuk biaya kebutuhan geng motor mereka sehingga mencari sasaran masyarakat yang membawa kendaraan untuk dijarah dan dijual kendaraannya demi mendapatkan uang. 
b) Kondisi Internal Korban, yaitu faktor yang muncul karena adanya kelalaian atau tindakan kesengajaan dari seseorang yang memancing pelaku atau geng motor untuk berbuat tindakan kejahatan terhadap dirinya. Biasanya hal ini dilakukan oleh para orang tua atau dewasa yang kesal terhadap perilaku geng motor yang suka berbuat keonaran atau tidak disiplin di jalan raya. Situasi ini biasanya tidak diiringi niat awal dari pelaku, namun karena adanya respon dari individu masyarakat yang suka bertindak seolah-seolah sebagai aparat penegak hukum membuat geng motor bertindak anarkis melebihi dari yang biasanya. Selain itu, adanya kesalahan dari korban yang sering keluar malam untuk keperluan yang tidak mendesak sehingga kerap menjadi sasaran kriminalitas geng motor yang memang beroperasi di malam hari. Ini sering dilakukan oleh anak-anak muda yang sering berkumpu di luar bersama teman-temannya hingga pulang larut malam. Hal ini yang juga sering dihimbau oleh aparat kepolisian bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati.
c) Kondisi Korban dan Pelaku yang saling berkaitan, yaitu adanya peran masing-masing dari kedua belah pihak sehingga terjadinya kriminalitas diantara kedua belah pihak. Hal ini sering terjadi diantara dua kelompok pemuda yang saling bersinggungan karena dipicu kepentingan mempertahankan ego masing-masing. Biasanya keduanya sama-sama sebagai kelompok pemuda yang berhubungan dengan geng motor di jalan raya, namun karena dalam hal ini mereka saling menyerang dengan senjata tajam sehinggga ada korban yang berjatuhan, bahkan hingga meninggal dunia.
Ketiga faktor di atas merupakan faktor yang sering muncul di lapangan dan menyebabkan terjadinya tindakan kriminalitas oleh para pelaku geng motor di jalanan. Maka berdasarkan kajian viktimologi, tujuan adanya identifikasi faktor-faktor tersebut adalah sebagai bahan kajian bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam mengembangkan kebijakan hukum yang tepat guna untuk mengurangi fenomena geng motor, yang perannya dilatarbelakangi oleh korban itu sendiri, maupun murni karena kesalahan dari kelompok geng motor yang berbuat kriminalitas terhadap masyarakat.
2. Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anggota Geng Motor Remaja di Kota Palembang
Perlindungan hukum adala suatu perlindungan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat sebagai subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif dan tertulis maupun tidak tertulis guna memberika suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian (Rahardjo, 2009). Perlindungan yang bersifat preventif diberikan kepada masyarakat yang mengajukan keberatan sebelum adanya keputusan definitif peerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan di masa depan. Adapun perlindungan yang bersifat represif diberikan kepada masyarakat setelah adanya akibat dari suatu keputusan pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaiakn masalah pada kondisi saat itu (Philipus, 1987).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan dalam Pasal 5 bahwa “seorang saksi dan korban dalam kasus-kasus tertentu sesuai keputusan LPSK berhak: 1) memperoleh perlindungan hukum atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya; 2) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; 3) memberikan keterangan tanpa tekanan; 4) mendapat penerjemah; 5) bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; 7) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; 8) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 9) mendapat identitas baru; 10) mendapatkan tempat kediaman baru; 11) memperoleh penggantian biaya tranportasi sesuai dengan kebutuhan; 12) mendapat nasehat hukum; dan 13) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan terakhir.
Perlindungan terhadap korban dapat dilihat dari 2 (dua) makna yaitu sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan (perlindungan HAM) dan sebagai perlindungan untuk jaminan/santunan hukum atas penderitaan korban berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi) serta pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, santunan kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Tujuan perlindungan korban untuk memberikan rasa aman kepada korban pada saat dan setelah proses peradilan pidana serta pemulihan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat (Hamid, 2016).
Pada mulanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang berat secara khusus hanya memberikan perlindungan hukum kepada korban pelanggaran HAM berat saja. Korban pelanggaran HAM berat diberikan fasilitas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Berkaitan dengan perlindungan hukum korban penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok geng motor remaja, hal yang harus ditekankan adalah apakah korban kriminalitas geng motor merupakan korban pelanggaran HAM berat yang berhak memperoleh berbagai macam bentuk perlindungan hukum dari negara tersebut. 
Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah juga telah membuat aturan secara umum tentang korban tindak pidana secara umum dalam mendapatkan perlindungan hukum dari negara yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Meskipun dalam Peraturan ini hanyan restitusi yang dapat digapai oleh korban yang bukan termasuk dalam pelanggaran berat, adapun untuk kompensasi dan bantuan tetap dikhususkan kepada korban pelanggaran HAM berat. Berdasarkan Pasal 20 dijelaskan bahwa “korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi” yaitu ganti pemulihan kondisi korban atau penggantian kerugian baik secara fisik maupun mental. Namun karena syarat administrasi yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama, maka seringkali fasilitas ini diabaikan oleh korban. Disinilah peran pemerintah untuk lebih responsif terhadap kondisi rakyatnya. Mekanisme pemberian fasilitas perlindungan hukum semestinya dipangkas birokrasinya agar lebih memudahkan masyarakat sebagai warga negara Indonesia mendapatkan hak jaminan perlindungan hukum yang sama di mata sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Dengan adanya jaminan perlindungan hukum ini, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah telah mengupayakan keadilan restoratif dalam penegakan hukum. Keadilan yang bertujuan untuk mencapai pemulihan hubungan baik antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Negara harus hadir memastikan keadilan restoratif ini tercapai.
3. Upaya Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayan yang Dilakukan oleh Geng Motor Remaja di Kota Palembang
Perbuatan kriminalitas yang dilakukan oleh geng motor remaja di Kota Palembang pada dasarnya dapat diminimalisir kuantitasnya. Namun hal ini membutuhkan waktu yang lama dan proses yang cukup panjang untuk dapat memberantas geng motor yang sangat meresahkan warga masyarakat. Dalam teori hukum pidana, para ahli hukum pidana menjelaskan bahwa dalam menanggulangi sebuah kejahatan ada (3) aspek yang harus ditekankan yaitu bagaimana implementasi hukumnya, bagaimana pencegehan peerbuatannya, dan bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahasa kejahatan (Hoefnagels, 1969). Penerapan hukum pidana dapat tercermin dari tupoksi kepolisian di bidang penegakan Hukum. Adapun penanggulangan pencegahan tanpa pidana diartikan sebagai pengalihan proses tingkat pengadilan, yang menjadi spirit tujuan nasabah sebenarnya merupakan spirit dari tujuan KUHP Baru yang menitikberatkan pada pembimbingan pelaku kejahatan seperti terlahir kembali menjadi orang baik bukan sistem pembalasan seperti yang dilakukan di zaman sebelum kemerdekaan.
Upaya aparat penegak hukum dalam memberantas fenomena kriminalitas geng motor di Kota Palembang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:(Hipni, 2023) 
a) Tindakan Preventif

Penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu peristiwa pidana dengan memberantas segala sesuatu yang menjadi penyebab kriminalitas tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan terkait peran korban dalam menentukan terjadinya perbuatan kriminal yang dilakukan oleh geng motor yaitu kondisi internal korban, kondisi internal pelaku, dan keterkaitan antara keduanya. Tindakan preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah antara lain dengan cara patroli keamananan dan razia di tempat-tempat umum dan jalanan besar serta pelaksanaan razia khusus pengendara motor yang masih di bawah umur. 

b) Tindakan Represif

Upaya terakhir yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi kriminalitas geng motor adalah tindakan represif, seperti melakukan penangkapan dan penahanan terhadap terduga pelaku kriminalitas. Tujuan tindakan represif terhadap geng motor ini untuk memperbaiki tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat baik norma agama, adat maupun norma hukum. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa upaya represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh dengan cara-cara tegas menindak para pelaku sesuai perbuatannya. Pada dasarnya tindakan represif bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap komunitas geng motor agar tidak mengulanginya tindakan kriminalitas yang sangat merugikan masyarakat luas serta melakukan pembimbingan kepada pelaku yang telah menjadi narapidana agar dapat menjadi orang yang lebih berguna di masa depan dengan bekal yang di dapat di Lembaga Pemasyarakatan. 
D. Kesimpulan
1. Kajian viktimologi dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban dan melihat bagaimana peranan korban sehingga terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota geng motor. Ada 3 (tiga) hal yang menentukan faktor-faktor terjadinya kriminalitas oleh geng motor, yaitu kondisi internal pelaku yang muncul karena murni kesalahan dari dari pelaku atau geng motor, kondisi internal korban yang muncul karena adanya kelalaian atau tindakan kesengajaan dari seseorang yang memancing pelaku berbuat jahat terhadap dirinya, serta kondisi yang saling berkaitan antara pelaku dan korban yang saling bersinggungan. 
2. Negara memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan dan menderita kerugian materil akibat ulah kriminalitas geng motor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 yaitu berhak memperoleh restitusi yaitu penggantian kerugian untuk pemulihan kondisi korban secara fisik dan mental. 

3. Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam memberantas fenomena kriminalitas geng motor di Kota Palembang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu bersifat preventif dengan melakukan cara patroli keamananan dan razia tempat-tempat umum dan jalanan besar serta razia khusus anak muda yang masih di bawah umur dan berifat represif  sebagai upaya terakhir yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi kriminalitas geng motor dengan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap terduga pelaku kriminalitas geng motor. 
Adapun mengenai saran, penulis memberikan saran dengan menitikberatkan pada perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada korban kriminalitas geng motor berupa pemberian restitusi. Mekanisme pemberian restitusi yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama, maka seringkali fasilitas ini diabaikan oleh korban. Disinilah peran pemerintah untuk lebih responsif terhadap kondisi rakyatnya. Mekanisme pemberian fasilitas perlindungan hukum semestinya dipangkas birokrasinya agar lebih memudahkan masyarakat sebagai warga negara Indonesia mendapatkan hak jaminan perlindungan hukum yang sama di mata sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
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